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ABSTRACT 

This study examines the land acquisition mechanism for village land under Hak 

Anggaduh affected by the development of flood control and coastal protection 

infrastructure in the Yogyakarta International Airport (YIA) area,focusing on 

Kalurahan Palihan, Temon, Kulon Progo. The issue is significant because village 

land in the Special Region of Yogyakarta is governed simultaneously by the 

national land acquisition regime and the special land regime of the Kasultanan and 

Kadipaten. This research uses a descriptive qualitative method through semi-

structured interviews, field observation, and document study involving the Land 

Office of Kulon Progo, BBWS Serayu Opak, the Palihan village administration, and 

the Yogyakarta Land and Spatial Planning Agency. The findings show that the 

general land acquisition stages under Law No. 2 of 2012 proceeded relatively 

smoothly for privately owned land, but the Hak Anggaduh parcel required an 

additional special-law pathway: consultation with Kadipaten Pakualaman, return of 

Hak Anggaduh, and issuance of palilah and kekancingan. The issuance of Governor 

Regulation No. 24 of 2024 changed the compensation orientation from replacement 

land to a lease-based mechanism, causing legal and administrative uncertainty. The 

study identifies conflicts of norms, ambiguity over the village government’s status 

as an entitled party, uncertainty over the meaning of “land acquisition” without 

release of rights, and weak protection for village economic benefits. A two-track 

model is proposed, provided that definitive kekancingan, written compensation for 

the village government, and regulatory harmonization are completed before the 

acquisition result is finalized.  

Keywords: Hak Anggaduh, land acquisition, village land, legal certainty, 

Yogyakarta International Airport 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik merupakan 

elemen fundamental dalam pembangunan nasional dan menjadi instrumen penting 

bagi pemerintah dalam menyediakan lahan guna memenuhi kepentingan umum 

(Trenggana & Vebritha, 2024). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum, setiap kegiatan pembangunan harus menjamin kepentingan masyarakat 

dengan tetap menghormati hak-hak pihak yang berhak. Salah satu bentuk 

pembangunan infrastruktur strategis nasional adalah pembangunan Yogyakarta 

International Airport (YIA) yang berlokasi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Pembangunan bandara ini bertujuan untuk meningkatkan 

konektivitas transportasi udara, mengurangi ketergantungan pada transportasi darat, 

serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah Yogyakarta dan 

sekitarnya. Keberadaan YIA juga memberikan dampak positif bagi masyarakat 

sekitar, antara lain terbukanya lapangan pekerjaan baru serta perubahan mata 

pencaharian masyarakat ke arah yang lebih inovatif. Hal tersebut  juga diungkapkan 

dalam penelitian (Virgo, 2022) bahwa adanya YIA telah mengubah mata 

pencaharian warga sekitar menjadi lebih inovatif dan terbukanya lapangan 

pekerjaan baru, sehingga diharapkan dampak dari pembangunan YIA ini juga 

mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya, khusunya sektor 

pariwisata.  

Namun demikian, pembangunan YIA tidak hanya menimbulkan dampak 

positif, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama yang berkaitan 

dengan aspek lingkungan dan tata ruang. Secara geografis, kawasan YIA terletak di 

wilayah pesisir Pantai Selatan Jawa (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan berada di 

antara dua sungai besar, yaitu Sungai Bogowonto di sisi barat dan Sungai Serang di 

sisi timur. Kondisi geografis tersebut menjadikan kawasan ini memiliki kerentanan 

tinggi terhadap risiko banjir dan abrasi pantai. Selain itu, pembangunan bandara 
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dan infrastruktur pendukungnya berpotensi mengubah kondisi hidrologi, kapasitas 

sungai, bentuk fisik, serta morfologi wilayah pesisir, yang dapat meningkatkan 

risiko bencana banjir di kawasan sekitarnya. Sebagai respons atas kondisi tersebut, 

pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) 

melaksanakan pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai di 

kawasan Yogyakarta International Airport (YIA). Proyek ini merupakan bagian 

dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mengurangi risiko 

banjir, melindungi kawasan pesisir, serta mendukung keberlanjutan operasional 

bandara dan keselamatan masyarakat sekitar (Kementrian Pekerjaan Umum, 2023). 

Pelaksanaan proyek ini memerlukan penyediaan lahan yang cukup luas, sehingga 

dilakukan melalui mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum.  

Pengadaan tanah untuk kepentigan umum Pembangunan Prasarana 

Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai di kawasan Yogyakarta International 

Airport (YIA) dimulai pada tahun 2021, ditandai dengan diterbitkannya Surat 

Keputusuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 395/KEP/2021 

Tentang Penetapan Lokasi Rencana Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan 

Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International Airpot ( YIA) di Kabupaten 

Kulon Progo. Berdasarkan surat tersebut lokasi kegiatan meliputi 12 kalurahan di 

wilayah Kabupaten Kulon Progo, yaitu Kalurahan Jangkaran, Kalurahan Sindutan, 

Kalurahan Palihan, Kalurahan Janten, Kalurahan Kebonrejo, Kalurahan Glagah, 

Kalurahan Temon Wetan, Kalurahan Temon Kulon, Kalurahan Plumbon, Kalurahan 

Kalidengen Kapanewon Temon, Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates, dan 

Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo dengan 

kebutuhan tanah sekitar 199.562m2. Selanjutnya terkait penetapan lokasi 

pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai kawasan 

Yogyakarta International Airpot (YIA) di Kabupaten Kulon Progo berlaku untuk 

jangka waktu 3 tahun, yang pelaksanaannya melalui tahap perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan penyerahan hasil. 

Pelaksanaan pengadaan tanah tidak terlepas dari proses pelepasan atau 

pembebasan hak atas tanah. Pembebasan atau pelepasan hak atas tanah diartikan 

sebagai pemutusan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang 
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dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya ditentukan lewat 

musyawarah antar kedua pihak (Darman, 2018). Namun implementasi Ganti 

Kerugian di lapangan ternyata masih  menyisakan banyak persoalan,temuan 

(Chrisnawati et al., 2018) pengaturan mengenai objek pengadaan tanah selain tanah 

perseorangan menyumbangkan kendala yang menjadi problematika dalam setiap 

pengadaan tanah yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, problematika ganti 

kerugian dengan subjek hak berupa badan hukum memerlukan persetujuan atau 

perizinan dari pihak di atasnya (Pitasari et al., 2020). Salah satu di antaranya 

merupakan permasalahan pluralisme hukum antara hukum pertanahan di DIY dan 

hukum pertanahan nasional (Pranoto, 2017). Hal tersebut berimbas pada proses 

pengadaan tanah, termasuk proses pelepasan dan bentuk ganti kerugian kepada 

Pemerintah Kalurahan terdampak Pengadaan Tanah Pembangunan Prasarana 

Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan YIA. 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta menetapkan hak 

khusus otonomi daerah kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam 

pelaksanaan kewenangan Pasal 32 ayat (1) dijelaskan bahwa Kasultanan dan 

Kadipaten dideklarasikan sebagai salah satu bentuk badan hukum dalam 

penyelenggaraan kewenangan pertanahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2) huruf d. Selain itu, Pasal 33 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 menetapkan 

hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten yang disebutkan pada Pasal 32 Ayat 

(2) dan (3) menyatakan bahwa tanah yang dimaksud didaftarkan di lembaga 

pertanahan. Dalam hal ini, Kasultanan dan Kadipaten yang berdiri sebagai badan 

hukum dalam sistem kenegaraan Indonesia berhak memiliki hak milik atau menjadi 

subjek pemegang hak atas tanah yang dimilikinya untuk didaftarkan pada lembaga 

pertanahan. Kewenangan otonomi khusus tersebut juga akan memberikan 

perbedaan terkait mekanisme, permasalahan dan dampak yang ditimbukan dengan 

wilayah lain mengingat karakteristik pertanahan di wilayah ini memiliki 

keistimewaan tersendiri. Tanah Kalurahan di DIY pada umumnya berasal dari tanah 

Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah melalui Hak Anggaduh, 
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sehingga pemerintah kalurahan tidak memiliki hak milik atas tanah tersebut, 

melainkan hanya kewenangan pengelolaan. 

Tanah Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan tanah pada umumnya, karena tunduk pada dua rezim hukum 

sekaligus, yaitu hukum agraria nasional dan hukum keistimewaan. Sebagian besar 

Tanah Kalurahan di DIY berasal dari tanah Kasultanan dan Kadipaten yang dikelola 

oleh pemerintah kalurahan melalui mekanisme Hak Anggaduh. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Tanah Kadipaten, tanah Kasultanan dan 

Kadipaten merupakan tanah hak milik milik Kasultanan  yang terbagi menjadi dua 

jenis, yakni tanah keprabon dan tanah bukan keprabon (atau tanah dede keprabon). 

Tanah keprabon adalah tanah yang digunakan oleh Kasultanan dan Kadipaten untuk 

bangunan istana dan kelengkapannya, seperti keraton, benteng, alun-alun, makam, 

dan lain sebagainya. Tanah dede keprabon merupakan tanah Kasultanan atau tanah 

Kadipaten yang dimanfaatkan oleh masyarakat contohnya seperti Tanah Kalurahan 

yang pengelolaannya diserahkan kepada desa melalui mekanisme Hak Anggaduh. 

Oleh karena itu, Segala pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan harus 

didasarkan pada persetujuan Kasultanan melalui lembaga Paniti Kismo (Endriana, 

2024). 

Berdasarkan regulasi yang berlaku mekanisme pelepasan Tanah Kalurahan 

untuk kepentingan umum pada umumnya disertai dengan pemberian ganti kerugian 

berupa tanah pengganti yang nilainya sebanding, Sebagaimana diatur dalam dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017, serta Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 33 

Tahun 2021. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemerintah desa tetap memiliki 

sumber pendapatan dan aset desa yang berkelanjutan. Namun dalam praktik di 

lapangan, ketentuan tersebut seringkali sulit diterapkan karena keterbatasan 

ketersediaan lahan pengganti, keterlambatan administrasi, serta perbedaan 

interpretasi antarinstansi (Chrisnawati, 2021).  

Persoalan ini semakin kompleks dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur 

DIY No 24 tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang membawa 
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perubahan signifikan dalam mekanisme pengadaan tanah atas Tanah Kalurahan, 

dimana terkait penggunaan tanah kalurahan bagi pembangunan untuk kepentingan 

umum tidak adanya pelepasan tanah sehingga hal ini mengakibatkan bentuk ganti 

rugi terhadap Tanah Kalurahan tidak lagi menggunakan tanah pengganti, melainkan 

melalui mekanisme sewa-menyewa. Sistem sewa tersebut diatur melalui serat 

palilah dan serat kekancingan yang memberikan izin pemanfaatan tanah untuk 

jangka waktu tertentu.  

Kebijakan ini menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah kalurahan, 

terutama terkait hilangnya sumber pendapatan desa serta belum adanya kepastian 

mengenai bentuk dan besaran nilai manfaat yang akan diterima dari Kadipaten. 

Selain itu proses pelepasan Tanah Kalurahan berstatus hak anggaduh juga 

memerlukan tahapan administratif yang panjang, mulai dari pengembalian hak 

anggaduh kepada Kadipaten, penerbitan izin pemanfaatan tanah melalui serat 

palilah, hingga penentuan bentuk ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan 

peraturan dan prinsip keadilan bagi desa. Namun dalam implementasinya, 

pemberian ganti kerugian atas Tanah Kalurahan yang terdampak pengadaan tanah 

di Kalurahan Palihan menunjukkan adanya perbedaan antara teori dan praktik. Hal 

ini terjadi karena mekanisme pelepasan hak tidak dilakukan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga menimbulkan dinamika 

tersendiri dalam pelaksanaan pengadaan tanah di wilayah tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga persoalan mendasar yang 

mendorong dilakukannya penelitian ini. Pertama, belum adanya kajian yang secara 

spesifik menganalisis mekanisme pengadaan tanah atas Tanah Kalurahan berstatus 

hak anggaduh dari Kadipaten Pakualaman dalam konteks pembangunan Prasarana 

Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan YIA. Kedua, terdapat potensi 

permasalahan yuridis dan administratif yang timbul akibat perubahan kebijakan 

berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024, yang berdampak pada 

kepastian hak dan keberlanjutan aset kalurahan. Ketiga, belum tersedia model 

pengadaan tanah yang secara komprehensif memberikan kepastian hukum 

sekaligus keadilan bagi pemerintah kalurahan dalam kondisi dualisme regulasi 
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nasional dan hukum keistimewaan daerah. Atas dasar itu , penelitian ini 

mengangkat judul “Mekanisme Pelepasan Tanah Kalurahan Hak Anggaduh Dalam 

Pengadaan Tanah Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta 

International Airport Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  uraian  yang  ada  pada  latar belakang diatas, terdapat 

beberapa persoalan mendasar dalam pelaksanaan pengadaan tanah pembangunan 

Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta 

International Airport (YIA), khususnya yang objeknya merupakan Tanah 

Kalurahan.Persoalan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui mekanisme pengadaan 

tanah, mengidentifikasi permasalahan yuridis dan administratif yang timbul, serta 

merumuskan model pengadaan tanah yang dapat memberikan kepastian hukum dan 

keadilan bagi pemerintah desa. Atas dasar itu, rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik mekanisme pengadaan tanah pembangunan Prasarana 

Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International 

Airport (YIA) yang obyeknya merupakan Tanah Kalurahan ? 

2. Apa permasalahan yuridis dan administratif dalam pelaksanaan  pengadaan 

tanah pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai 

Kawasan Yogyakarta International Airport (YIA)? 

3. Bagaimana model pengadaan Tanah Kalurahan yang memberikan kepastian 

hukum dan keadilan bagi pemerintah desa dalam pengadaan tanah 

pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai Kawasan 

Yogyakarta International Airport (YIA)?  

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan , antara lain : 

a. Mengetahui mekanisme pengadaan tanah untuk Pembangunan 

Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan 
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Yogyakarta International Airport (YIA) yang objeknya merupakan 

Tanah Kalurahan. 

b. Mengidentifikasi permasalahan yuridis dan administratif yang timbul 

dalam pelaksanaan pengadaan tanah atas Tanah Kalurahan pada 

Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai 

Kawasan Yogyakarta International Airport (YIA).  

c. Mengetahui model pengadaan Tanah Kalurahan yang dapat 

memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemerintah kalurahan 

berdasarkan temuan pelaksaan pengadaan tanah Pembangunan 

Prasarana Pengendali Banjir Dan Pengaman Pantai Kawasan 

Yogyakarta International Airport (YIA). 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pengembangan ilmu pertanahan, khususnya dalam memahami 

pengadaan tanah yang obyeknya adalah Tanah Kalurahan Hak 

Anggaduh, sekaligus menjadi referensi bagi studi lanjutan mengenai 

harmonisasi antara hak adat dan peraturan perundang-undangan. 

b. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

pemangku kepentingan seperti pemerintah dan lembaga pertanahan  

dalam merumuskan kebijakan yang adil, transparan, dan efisien tanpa 

mengabaikan hak masyarakat desa. 
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D. Batasan Penelitian  

1. Penelitian ini dibatasi pada mekanisme pelaksanaan pelepasan hak atas tanah 

pada pengadaan tanah pembangunan Prasarana Pengendali Banjir dan 

Pengaman Pantai di Kawasan Yogyakarta International Airport (YIA), 

khususnya di Kalurahan Palihan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon 

Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini tidak mencakup kalurahan 

lain yang turut terdampak dalam penetapan lokasi yang sama. 

2. Objek tanah yang diteliti dibatasi pada Tanah Kalurahan berstatus Hak 

Anggaduh yang berasal dari Kadipaten Pakualaman dan dikelola oleh 

Pemerintah Kalurahan Palihan. Tanah Kalurahan non-hak anggaduh serta 

tanah hak milik perseorangan yang terdampak pengadaan tanah yang sama 

tidak menjadi fokus utama penelitian ini. 

3. Penelitian ini dibatasi pada aspek mekanisme pengadaan tanah, permasalahan 

yuridis dan administratif, serta perumusan solusi yang berkaitan dengan 

pelepasan Tanah Kalurahan berstatus Hak Anggaduh. 

4. Kajian terhadap bentuk ganti kerugian dibatasi pada mekanisme yang 

diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 

tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan, tanpa mengevaluasi pelaksanaan 

proyek secara keseluruhan maupun aspek lingkungan dari pembangunan 

prasarana tersebut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab 

IV dan Bab V, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Mekanisme pengadaan tanah pembangunan Prasarana Pengendali Banjir 

dan Pengaman Pantai Kawasan Yogyakarta International Airport yang 

objeknya merupakan Tanah Kalurahan berstatus Hak Anggaduh pada 

dasarnya mengikuti empat tahapan sebagaimana diatur dalam UU No. 2 

Tahun 2012 dan PP No. 19 Tahun 2021, yaitu perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Keempat tahap tersebut berjalan lancar 

untuk 51 dari 55 bidang tanah hak milik masyarakat di Kalurahan Palihan, 

namun belum tuntas untuk bidang tanah aset desa, termasuk 1 (satu) bidang 

tanah berstatus Hak Anggaduh seluas 1.357 m², sebagaimana dibuktikan 

oleh perpanjangan Penetapan Lokasi melalui Keputusan Gubernur DIY 

Nomor 479/KEP/2024. Bidang Hak Anggaduh tersebut tidak diselesaikan 

melalui pelepasan hak sebagaimana lazimnya pengadaan tanah, melainkan 

melalui mekanisme dua jalur yang berjalan beriringan yaitu jalur hukum 

nasional (Tim Pelaksana Pengadaan Tanah, inventarisasi, penilaian) dan 

jalur hukum keistimewaan DIY (konsultasi kepada Kadipaten, 

pengembalian Hak Anggaduh melalui Berita Acara Nomor 590/297 tanggal 

31 Desember 2024, serta permohonan dan penerbitan palilah dan 

kekancingan). Mekanisme kompensasi pula mengalami perubahan 

signifikan di tengah proses, dari yang semula direncanakan berupa tanah 

pengganti menjadi mekanisme sewa berdasarkan Pergub DIY No. 24 Tahun 

2024, yang menyebabkan proses yang telah berjalan sejak tahun 2022 harus 

disesuaikan kembali. 

2. Permasalahan yuridis yang teridentifikasi dalam penelitian ini meliputi lima 

persoalan utama:  
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a)  Konflik norma antara hukum agraria nasional dan hukum keistimewaan 

DIY;  

b)  Ketidakjelasan kedudukan hukum Pemerintah Kalurahan yang berperan 

ganda sebagai anggota Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan sekaligus 

pihak yang berhak; perubahan regulasi di tengah proses yang memaksa 

pengulangan sebagian tahapan;  

c)  Ketidakjelasan keabsahan mekanisme sewa sebagai bentuk ganti 

kerugian yang tidak menghasilkan pelepasan hak;  

d)  Serta persoalan konseptual yang lebih mendasar mengenai keabsahan 

penggunaan istilah “pengadaan tanah” itu sendiri ketika tidak terjadi 

pelepasan hak sama sekali, yang bahkan diakui sendiri oleh Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang DIY sebagai persoalan yang belum terjawab 

tuntas.  

 Permasalahan administratif yang ditemukan meliputi kompleksitas 

prosedur yang melibatkan banyak instansi, perbedaan persepsi mengenai 

bentuk ganti kerugian fasilitas umum, faktor penyebab keterlambatan 

penyelesaian, dan dampak terhadap keberlanjutan aset serta pendapatan 

Kalurahan, khususnya hilangnya pendapatan sewa bangunan Samsat yang 

sebelumnya berdiri di atas tanah Hak Anggaduh tersebut. Penelitian ini 

menemukan bahwa permasalahan yuridis merupakan akar penyebab 

sistematis bagi timbulnya permasalahan administratif, sehingga 

penyelesaiannya tidak dapat dilakukan secara parsial. 

3. Berdasarkan temuan penelitian, model pengadaan Tanah Kalurahan 

berstatus Hak Anggaduh yang secara faktual terbentuk di lapangan pada 

kasus Kalurahan Palihan adalah model dua jalur yang berjalan bersamaan. 

Jalur hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 

dan jalur hukum keistimewaan berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024. Model ini merupakan respons 

praktis terhadap konflik norma antara hukum agraria nasional dan hukum 

keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga penelitian ini 

dilaksanakan, model tersebut belum menghasilkan kepastian hukum dan 
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keadilan yang utuh bagi Pemerintah Kalurahan Palihan, karena serat 

kekancingan definitif belum terbit dan bentuk serta besaran kompensasi 

bagi kalurahan belum ditetapkan. Penelitian ini mengidentifikasi lima 

implikasi penting dari temuan tersebut, meliputi kebutuhan SOP terpadu, 

dampak perubahan regulasi di tengah proses, konflik norma yang belum 

terselesaikan antara Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 24 

Tahun 2024, ketidakjelasan konseptual mengenai definisi pengadaan tanah 

tanpa pelepasan hak, serta lemahnya posisi tawar Pemerintah Kalurahan 

dalam keseluruhan proses. 

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diungkapkan 

secara terbuka sebagai konteks bagi pembacaan hasil dan kesimpulan penelitian. 

1. Penelitian ini tidak dapat menjangkau Panitikismo secara langsung sebagai 

informan karena kendala teknis di lapangan, sebagaimana telah dijelaskan 

pada Bab III. Perspektif Kadipaten Pakualaman dalam penelitian ini 

diperoleh secara tidak langsung melalui keterangan Balai Besar Wilayah 

Sungai Serayu Opak dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah 

Istimewa Yogyakarta serta penelusuran dokumen resmi, sehingga 

kedalaman analisis mengenai pertimbangan internal Kadipaten dalam 

menentukan kebijakan pemanfaatan tanah Hak Anggaduh masih bersifat 

terbatas. 

2. Proses pengadaan tanah atas bidang Hak Anggaduh yang menjadi objek 

penelitian belum mencapai titik penyelesaian akhir ketika penelitian ini 

dilaksanakan, mengingat dokumen kekancingan dari Kadipaten 

Pakualaman masih dalam pembahasan. Dengan demikian, kesimpulan 

mengenai bentuk akhir kompensasi dan implikasinya secara menyeluruh 

bagi Pemerintah Kalurahan Palihan bersifat sementara, sebatas pada kondisi 

yang teramati hingga penelitian ini berakhir. 

3. Penelitian ini berfokus pada satu kalurahan, yaitu Kalurahan Palihan, 

sebagai studi kasus, sementara terdapat dua kalurahan lain yang juga 

memiliki Tanah Kalurahan berstatus Hak Anggaduh terdampak proyek yang 
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sama, yaitu Kalurahan Glagah dan Kalurahan Janten. Cakupan kasus 

tunggal ini dipilih mengingat keterbatasan waktu penelitian. 

C. Saran  

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, peneliti mengajukan 

beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut. 

1. Bagi Pemerintah Daerah DIY, khususnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

bersama Biro Hukum, disarankan untuk segera melakukan harmonisasi 

antara Perdais Nomor 1 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 24 Tahun 2024, 

serta memperjelas cakupan Pasal 73 dan Pasal 74 Pergub dimaksud agar 

tidak menimbulkan ambigunitas dalam penerapannya pada kasus 

pengadaan  tanah tanpa pelepasan hak. 

2. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, disarankan untuk 

menyusun Standar Operasional Prosedur teknis khusus bagi pengadaan 

tanah dengan objek Tanah Kalurahan berstatus Hak Anggaduh, yang 

mengintegrasikan jalur hukum nasional dan jalur hukum keistimewaan 

secara paralel sejak tahap persiapan, termasuk kejelasan terminologi yang 

digunakan untuk kasus yang tidak melibatkan pelepasan hak. 

3. Bagi Kadipaten Pakualaman, disarankan untuk mempercepat proses 

penerbitan kekancingan definitif dan memberikan kejelasan tertulis 

mengenai mekanisme serta jadwal kompensasi bagi Pemerintah Kalurahan, 

guna menghindari ketidakpastian berkepanjangan seperti yang dialami 

Kalurahan Palihan. 

4. Bagi Pemerintah Kalurahan, disarankan untuk meningkatkan pemahaman 

mengenai regulasi keistimewaan DIY serta secara proaktif melakukan 

dokumentasi dan negosiasi yang baik dengan Kadipaten dan instansi terkait 

dalam setiap proses pengembalian hak atas Tanah Kalurahan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melibatkan Panitikismo secara 

langsung sebagai informan serta melakukan penelitian longitudinal setelah 

kekancingan definitif diterbitkan, guna mengkaji implikasi jangka panjang 

mekanisme sewa terhadap keberlanjutan aset dan pendapatan Kalurahan. 
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